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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap anak di 

Kota Depok sehingga pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak, utamanya pada klaster 

perlindungan khusus belum terpenuhi secara optimal meskipun kebijakan KLA sejak lama 

telah dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Kota 

Layak Anak di Kota Depok pada klaster perlindungan khusus dan mengidentifikasi upaya yang 

telah dilakukan oleh pemangku kebijakan dalam menekan jumlah kekerasan terhadap anak. 

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpulan 

data melalui wawancara dan studi pustaka. Teori evaluasi kebijakan publik yang digunakan 

adalah milik William N. Dunn dengan 6 indikator, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, 

Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan. Dari hasil penelitian ini diperoleh berupa evaluasi 

yang menujukkan bahwa pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Depok belum sepenuhnya 

optimal. Untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan KLA ini menggunakan indikator evaluasi 

kebijakan publik menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi baik dari alokasi waktu 

kerja dan sumber daya pelaksana, kecukupan, responsivitas pelaksana kebijakan atas tugasnya 

dan pemerataan kemudahan akses serta manfaat kebijakan sudah cukup terlaksana dengan baik. 

Namun pada indikator efisiensi dari alokasi anggaran dana serta responsivitas pelaksana 

kebijakan terhadap hasil kerja belum dapat terlaksana dengan baik. Sementara itu DP3AP2KB 

Kota Depok sebagai pemangku kebijakan KLA juga telah melakukan berbagai upaya preventif 

dan kuratif dalam menekan jumlah kasus kekerasan terhadap anak diantaranya seperti 

memberikan sosialiasi, edukasi kepada masyarakat utamanya pada orangtua dan anak dalam 

mencegah kekerasan, menyediakan pelayanan perlindungan khusus baik pelaporan tindak 

kekerasan anak dan pendampingan psikologis bagi korban yang membutuhkan.  

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Kota Layak Anak, Klaster Perlindungan Khusus, Kekerasan 

Anak 
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ABSTRACT 

This research is motivated by the high number of cases of violence against children in 

Depok City so that the fulfilment and protection of children's rights, especially in the special 

protection cluster, has not been fulfilled optimally even though the KLA policy has long been 

implemented. This study aims to evaluate the implementation of the Child Friendly City policy 

in Depok City in the special protection cluster and identify efforts that have been made by 

policy makers in reducing the number of violence against children. This research method uses 

a descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews and 

literature studies. The theory of public policy evaluation used is William N. Dunn's with 6 

indicators, namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness and Accuracy. 

From the results of this study, an evaluation was obtained which showed that the 

implementation of KLA policies in Depok City was not fully optimal. To evaluate the 

implementation of KLA policy using public policy evaluation indicators according to William 

N. Dunn, namely effectiveness, efficiency both from the allocation of working time and 

implementing resources, adequacy, responsiveness of policy implementers to their duties and 

equitable distribution of ease of access and policy benefits have been quite well implemented. 

However, the efficiency indicators of the budget allocation and the responsiveness of the policy 

implementers to the work results have not been well implemented. Meanwhile, DP3AP2KB of 

Depok City as a KLA policy holder has also made various preventive and curative efforts in 

reducing the number of cases of violence against children such as providing socialisation, 

education to the community, especially parents and children in preventing violence, providing 

special protection services both reporting child abuse and psychological assistance for victims 

who need it. 

Keywords: Policy Evaluation, Child-Friendly City, Special Protection Cluster, Child Abuse 

 

PENDAHULUAN 

Anak merupakan aset, potensi dan 

penerus generasi di masa depan. Anak 

memiliki peran penting dalam melanjutkan 

harapan dan cita-cita perjuangan bangsa. 

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan 

dan harapan tersebut, pemerintah Indonesia 

telah berkomitmen untuk senantiasa 

memenuhi dan melindungi hak anak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang serta perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi. Namun pada 

kondisi realitasnya, permasalahan 

perlindungan anak di Indonesia masih 

menjadi isu yang krusial.  

Permasalahan dan kasus ini 

mengakibatkan posisi “anak” menjadi 

korban atas kekerasan, eksploitasi, 

diskriminasi dan penelantaran. Oleh karena 

itu, untuk menangani dan mengatasi 

permasalahan perlindungan anak dan 

mewujudkan Indonesia Layak Anak pada 

tahun 2030 maka pemerintah Indonesia 

melalui Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia memiliki peran dalam 

mengintegrasikan hak dan kebutuhan anak 

dalam kebijakan nasional yang tertuang 

pada RPJMN 2020-2024 dan 



menyelenggarakan kebijakan Kota Layak 

Anak.  

Kota Layak Anak (KLA) merupakan 

sistem pembangunan yang ada pada 

kabupaten/kota dalam menyatukan 

komitmen, sumberdaya pemerintah, 

masyarakat dan dunia usaha dengan 

terencana, menyeluruh secara 

berkelanjutan yang kemudian juga 

mencantumkan keseluruhan hak-hak anak 

dalam sebuah penyusunan program, kerja 

dan kebijakan/peraturan (Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, 2022). Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Republik Indonesia 

mengajak dan mengikutsertakan seluruh 

pemerintah daerah baik tingkat 

Kabupaten/Kota di Indonesia untuk 

bersama-sama memenuhi dan melindungi 

hak anak melalui penyelenggaraan 

kebijakan KLA.  

Penyelenggaraan kebijakan KLA 

menggunakan prinsip desentralisasi, 

dimana pemerintah daerah diberikan 

kewenangan untuk melakukan inovasi dan 

hal kebaharuan di bidang perlindungan 

anak. Salah satu contoh pemerintah daerah 

di Indonesia yang telah berkomitmen dalam 

menyelenggarakan kebijakan KLA adalah 

Kota Depok, yang sejak tahun 2011 telah 

menetapkan KLA menjadi salah satu 

program unggulan. Bentuk upaya dan usaha 

yang telah dilakukan sebagai bukti 

komitmen pemerintah Kota Depok dalam 

memenuhi kebutuhan dan perlindungan hak 

anak melalui penyelenggaraan kebijakan 

Kota Layak Anak dapat dilihat diantaranya 

yang pada terbitnya Peraturan Daerah Kota 

Depok No. 15 Tahun 2013 dan Peraturan 

Wali Kota Depok No. 10 Tahun 2017. 

Kemudian pembangunan 

infrastruktur yang menunjang kebutuhan 

anak seperti puskesmas ramah anak, 

sekolah ramah anak serta pelaksanaan 

kebijakan KLA yang melibatkan partisipasi 

dari berbagai pihak baik dari pemerintah, 

swasta dan masyarakat. Dengan berbagai 

upaya dan usaha yang telah dilakukan oleh 

pemerintah Kota Depok ternyata dapat 

memberikan hasil yang positif, yaitu Kota 

Depok mampu meraih penghargaan sebagai 

Kota Layak Anak dengan predikat Nindya 

dari tahun 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 

2023 (Permatasari, 2023) dan 2024. 

Tentunya hal ini dapat menjadi sebuah 

pencapaian yang membanggakan dan 

sinyal yang baik bahwa secara perlahan 

pemerintah Kota Depok dapat mewujudkan 

hak dasar bagi anak yang juga menjadi 

bagian dari unsur kota secara layak 

(Nagara, 2019).  

Terdapat 24 indikator pemenuhan dan 

perlindungan terhadap hak anak dalam 

penyelenggaraan kebijakan KLA, yang 

kemudian indikator tersebut 



dikelompokkan menjadi berbagai klaster 

KLA diantaranya, 1) Kelembagaan, 2) 

Klaster I, Hak Sipil dan Kebebasan, 3) 

Klaster II, Lingkungan Keluarga dan 

Pengasuhan Alternatif, 4) Klaster III, 

Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, 5) 

Klaster IV, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu 

Luang dan Kegiatan Budaya dan 6) Klaster 

V, Perlindungan Khusus. Dengan demikian, 

pemenuhan dan perlindungan hak anak 

terhadap kelembagaan dan kelima klaster 

tersebut menjadi acuan dan dasar penilaian 

kesuksesan pelaksanaan kebijakan KLA. 

Di Kota Depok, pelaksanaan klaster 

perlindungan khusus menjadi menarik 

diteliti dikarenakan terdapat adanya Gap 

fenomena atau ketidaksinambungan antara 

kondisi idealitas, yaitu ketetapan kebijakan 

KLA yang telah dirancang dengan kondisi 

realitas di lapangan, yaitu jumlah kasus 

kekerasan terhadap anak di Kota Depok 

masih terbilang cukup tinggi dan 

fluktuaktif. Berikut data terkait jumlah 

kasus kekerasan terhadap anak di Kota 

Depok pada tahun 2021 – 2024. 

Tabel 1 Data Kekerasan Terhadap 

Anak di Kota Depok 

Tahun Jumlah Kasus 

2021 107 

2022 138 

2023 132 

2024 121 

Sumber: SIPPA Kota Depok dan (Eka 

Maulana, 2024) 

Pada klaster perlindungan khusus ini 

juga menjadi sangat penting untuk diteliti 

karena pada klaster ini berfokus pada 

indikator pemenuhan dan perlindungan hak 

anak terhadap anak yang menjadi korban 

tindak kekerasan dan eksploitasi, anak 

dalam situasi bencana dan konflik, anak 

yang berhadapan dengan hukum (ABH) 

dan anak disabilitas, yang dimana 

permasalahan yang ada pada pelaksanaan 

kebijakan KLA di Kota Depok berada pada 

klaster perlindungan khusus. 

TUJUAN PENELITIAN 

 Penelitian ini dilakukan untuk 

mewujudkan tujuan penelitian, yaitu 

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan KLA 

di Kota Depok dalam klaster perlindungan 

khusus dan mengidentifikasi upaya yang 

telah dilakukan oleh pemangku kebijakan 

dalam menekan jumlah kasus kekerasan 

terhadap anak.  

KERANGKA TEORITIS 

1. Kebijakan Publik 

Menurut Thomas R. Dye dalam 

(Abdoellah & Rusfiana, 2016) dalam 

“Understanding Public Policy” berupa 

“public policy is whatever government 

chooses to do or not to do” yang memiliki 

arti bahwa kebijakan publik merupakan apa 

yang dipilih pemerintah untuk dilaksanakan 

atau tidak dilaksanakan. Menurut David 

Easton dalam “The Political System” 



(1953) dalam (Abdoellah & Rusfiana, 

2016) menjelaskan bahwa kebijakan publik 

merupakan bagian nilai yang memiliki 

otoritas terhadap masyarakat secara 

keseluruhan, hanya masyarakat yang dapat 

bertindak otoritatif dan semua yang 

dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh 

pemerintah merupakan hasil dari 

pembagian nilai-nilai tersebut.  

Tilaar dan Nugroho (2009) dalam 

skripsi (Purwono, 2022) menjelaskan 

bahwa kebijakan publik memiliki banyak 

pemahaman teoritis dari berbagai 

pandangan. Kebijakan publik merupakan 

suatu keputusan yang dihasilkan 

pemerintah untuk meraih tujuan negara dan 

mengantar masyarakat pada tahap awal 

transisi atau masyarakat yang diinginkan. 

Terdapat 6 karakteristik utama dalam 

kebijakan publik sehingga dapat 

memudahkan dalam memahami tentang 

kebijakan publik.  

Pertama, kebijakan publik dibuat 

berdasarkan tujuan yang telah 

direncanakan. Kedua, kebijakan publik 

dibuat oleh orang-orang yang memiliki 

otoritas. Ketiga, kebijakan publik berbicara 

mengenai tindakan pemerintah yang dapat 

dilakukan atau tidak dapat dilakukan. 

Keempat, kebijakan publik merupakan 

perwujudan nilai otoritatif masyarakat. 

Kelima, kebijakan publik menghasilkan 

bentuk positif dan negatif sesuai dengan 

kemampuan pemerintah dalam 

melaksanakannya dan keenam, kebijakan 

publik dibuat berdasarkan pada hukum dan 

regulasi yang mengikat serta bersifat 

memerintah. 

2. Evaluasi Kebijakan Publik 

Evaluasi menurut Michal Queen 

Patton (1978) dalam (Muh. Firyal Akbar & 

Widya Kurniati Mohi, 2018) menjelaskan 

bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang 

sistematis terkait dengan informasi dan 

pengaruh yang sistematis terkait dengan 

informasi dan pengaruh yang ditimbulkan 

dari sebuah kegiatan/program, yang 

kemudian akan disususn penilaian spesifik 

terkait kegiatan/program yang 

dilaksanakan. 

Studi terkait evaluasi kebijakan dapat 

menilai apakah kebijakan publik dapat 

mencapai tujuan atau tidak. Lester dan 

Stewart dalam Leo Agustino (2008) dalam 

(Muh. Firyal Akbar & Widya Kurniati 

Mohi, 2018) mengungkapkan bahwa 

evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui 

dan melihat apakah sebagian kegagalan 

dalam suatu kebijakan, apakah kebijakan 

yang telah dirumuskan dan dilaksanakan 

dapat menghasilkan pengaruh yang 

diinginkan. 

Dunn (1999:608) dalam (Muh. Firyal 

Akbar & Widya Kurniati Mohi, 2018) 

mendefinisikan evaluasi kebijakan itu 

berkenaan dengan menghasilkan informasi 

terkait nilai atau manfaat dari hasil 

kebijakan. Evaluasi kebijakan memiliki tiga 



fungsi utama, 1) memberikan informasi 

secara resmi dan dapat dipercaya terkait 

kinerja kebijakan, 2) memberikan 

kontribusi pada penjelasan dan kritik 

terhadap nilai dari tujuan dan sasaran 

kebijakan dan 3) memberikan kontribusi 

pada metode analisis kebijakan lainnya.  

Dunn dalam (Subarsono, 2009:126) 

dalam  (Farhaini, 2021) menjelaskan unruk 

menilai keberhasilan suatu kebijakan 

dibutuhkan 6 indikator dalam 

melaksanakan evaluasi, yaitu 1) 

Efektivitas, 2) Efisiensi, 3) Kecukupan, 4) 

Pemerataan, 5) Responsivitas dan 6) 

Ketepatan. Dalam penelitian ini, peneliti 

akan menggunakan teori evaluasi kebijakan 

publik milik William N. Dunn dalam 

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Kota 

Layak Anak di Kota Depok dalam 

pemenuhan klaster perlindungan khusus. 

Hal ini dikarenakan menurut Dunn, 

evaluasi berkenaan dengan manfaat dari 

hasil kebijakan. 

3. Kekerasan Anak 

Secara teoritis, definisi kekerasan 

anak adalah pelanggaran terhadap 

perlindungan anak melalui perbuatan 

merugikan anak baik secara fisik, 

psikologis atau seksual yang umumnya 

dilakukan oleh individu yang seharusnya 

bertanggungjawab dan melindungi 

kesejahteraan anak (Suyanto, 2010:28) 

dalam (Praditama et al., 2016). Menurut 

Hendry Kempe (Suyanto, 2010:28) dalam 

(Praditama et al., 2016) mendefinisikan 

bahwa kekerasan dan penganiayaan yang 

terjadi pada anak dapat dikenal dengan 

istilah Batered Child Syndrome, dimana 

setiap keadaan tersebut disebabkan karena 

kurangnya perawatan dan perlindungan 

terhadap anak yang dilakukan oleh 

orangtua atau pengasuh lain. 

Berdasarkan pada bentuk kekerasan 

terhadap anak dapat didefinisikan pada 

beberapa kategorisasi, Krug et, al (2002) 

dalam (Kurniasari, 2019) menjelaskan 

sebagai berikut, yaitu 1) Kekerasan fisik, 2) 

Kekerasan seksual, 3) Kekerasan psikologis 

dan 4) Penelantaran anak.  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Penelitian dengan metode 

kualitatif deskriptif ini memiliki tujuan 

untuk menjelaskan tentang kondisi atau 

keadaan yang seseungguhnya dalam sebuah 

fenomena dimasyarakat sehingga data yang 

dihasilkan dapat akurat, valid dan sesuai 

dengan fakta. Hasil penelitian yang 

didapatkan akan disajikan melalui kalimat 

deskriptif dan naratif yang tersistematis. 

Pengumpulan data dalam penelitian 

ini dilakukan melalui tehnik wawancara 

mendalam sebagai data primer penelitian 

dan studi pustaka sebagai data sekunder 



dalam penelitian. Untuk memberikan 

informasi mengenai evaluasi kebijakan 

Kota Layak Anak dalam klaster 

perlindungan khusus diperlukan 

wawancara kepada pihak-pihak terkait 

untuk memperkuat data penelitian dan 

menghindari subjektifitas dari peneliti.  

Peneliti telah menetapkan subjek 

dalam penelitian ini diantaranya, yaitu: 

Kepala Bidang Pengembangan KLA Kota 

Depok, Koordinator Lapangan Unit 

Pencegahan Kekerasan, Ketua & Anggota 

Forum Anak serta masyarakat yang 

memiliki anak dengan klasifikasi usia 

dibawah 10 tahun. Tehnik analisis data 

dalam penelitian ini akan menggunakan 3 

model analisis data yang ditetapkan oleh 

Miles dan Huberman (1984) dalam 

(Sugiyono, 2013), yaitu reduksi data, 

penyajian data dan verifikasi/penarikan 

kesimpulan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kebijakan Kota Layak Anak 

merupakan salah satu kebijakan publik 

yang melaksanakan prinsip desentralisasi, 

dengan mengajak seluruh pemerintah 

daerah untuk berpartisipasi dalam 

memenuhi dan melindungi hak anak di 

daerahnya sehingga anak dapat memiliki 

kehidupan yang lebih sejahtera dan 

terjamin akan hak-hak yang dimilikinya. 

Selaras dengan hal tersebut, dalam 

pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Depok 

maka pemerintah Kota Depok yang 

memiliki kewenangan dalam melaksanakan 

kebijakan KLA di daerahnya sendiri.  

Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA 

Nomor 12 Tahun 2022 Tentang 

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak 

Anak, klaster perlindungan khusus 

kebijakan KLA meliputi empat indikator 

pemenuhan dan perlindungan hak anak 

diantaranya, yaitu  (1) anak yang menjadi 

korban tindak kekerasan dan eksploitasi 

anak, (2) anak dalam situasi bencana dan 

konflik, (3) anak yang berhadapan dengan 

hukum dan (4) anak disabilitas. 

Kebijakan KLA dalam pemenuhan 

klaster perlindungan khusus di Kota 

Depok pada perspektif evaluasi 

Evaluasi pelaksanaan kebijakan KLA 

pada klaster perlindungan khusus di Kota 

Depok akan menjadi fokus utama dalam 

penelitian ini. Hasil wawancara dan studi 

pustaka merupakan tehnik pengambilan 

data yang digunakan dalam penelitian ini 

dan kemudian data akan dianalisis 

menggunakan teori evaluasi kebijakan 

publik milik William N. Dunn dengan 6 

indikator yang menyertai. Indikator 

evaluasi kebijakan publik terkait 

diantaranya meliputi: 

 

 



a) Efektivitas 

Efektivitas menurut Dunn dalam 

(Subarsono, 2009:126) dikutip dalam 

(Farhaini, 2021) berfokus pada mengukur 

sejauh mana hasil atau tujuan yang telah 

diharapkan darti terlaksananya program 

kerja dan kebijakan. Tujuan dalam 

pelaksanaan kebijakan KLA pada klaster 

perlindungan khusus terdiri dari 

pemenuhan dan perlindungan hak anak 

kepada (1) anak yang menjadi kobran 

tindak kekerasan dan eksploitasi anak, (2) 

anak dalam situasi bencana dan konflik, (3) 

anak yang berhadapan dengan hukum dan 

(4) anak disabilitas. 

Berdasarkan hasil penelitian 

bahwasanya tujuan dan hasil yang 

diharapkan dari pelaksanaan kebijakan 

KLA pada klaster perlindungan khusus 

sudah tercapai dan telah memenuhi 

indikator pemenuhan dan perlindungan hak 

anak di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dari 

program kerja dan kegiatan yang telah 

dilaksanakan dalam rangka menyukseskan 

kebijakan KLA pada klaster perlindungan 

khusus diantaranya, yaitu pemberian 

program pelayanan khusus dalam melayani 

laporan kasus kekerasan anak, eksploitasi 

anak dan ABH agar segera ditangani 

permasalahannya, anak mendapatkan 

rehabilitasi dan pendampingan psikologis. 

Kemudian program kerja dan 

kegiatan pencegahan kekerasan terhadap 

anak melalui edukasi, sosialisasi dan 

penyuluhan parenting bagi orangtua dan 

anak. Penanganan psikologis dan 

penguatan bagi anak dalam situasi bencana 

dan konflik, pelaksanaan edukasi parenting 

kepada orangtua dan anak terkait 

pengasuhan keluarga spesial serta kegiatan 

sharing for caring untuk anak-anak 

disabilitas. Oleh karena itu, dengan 

berbagai macam program kerja yang telah 

dilaksanakan maka tujuan dari kebijakan 

KLA pada klaster perlindungan khusus 

telah tercapai, meskipun program kerja 

pada klaster ini lebih difokuskan kepada 

indikator anak yang menjadi korban tindak 

kekerasan. 

b) Efisiensi 

Efisiensi menurut Dunn dalam (Muh. 

Firyal Akbar & Widya Kurniati Mohi, 

2018) merupakan besaran usaha yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan efektivitas 

tertentu dalam melaksanakan kebijakan. 

Usaha dalam pelaksanaan kebijakan publik 

umumnya merujuk pada alokasi waktu 

kerja, sumber daya pelaksana dan anggaran 

dana.  

Alokasi waktu pelaksanaan kebijakan 

KLA pada klaster perlindungan khusus 

tergolong cukup efisien. Dibuktikan dengan 

adanya alokasi waktu kerja yang terbagi 

menjadi 3 tahap, yaitu (1) tahap 

perencanaan kebijakan KLA melalui rapat 

koordinasi dan RAD selama 5 tahun sekali, 

(2) tahap pelaksanaan, melaksanakan 

program kerja atau kegiatan KLA yang 



telah ditetapkan sesuai dengan jadwal dan 

(3) tahap evaluasi yang dilakukan setiap 

sebulan sekali untuk mengukur hasil 

kinerja. 

Pada aspek sumber daya pelaksana 

kebijakan KLA klaster perlindungan 

khusus juga tergolong efisien karena baik 

dari segi kuantitas yang memadai serta segi 

kualitas yang dimana pemangku kebijakan 

diberikan pelatihan untuk meningkatkan 

kompetensi dan pembagian tupoksi sesuai 

dengan latarbelakang akademiknya 

masing-masing membuat aspek sumber 

daya pelaksana sudah berjalan dengan 

efisien 

Namun pada aspek anggaran dana 

kebijakan KLA pada klaster perlindungan 

khusus belum mencapai efisien. Hal ini 

dikarenakan kurangnya anggaran dana 

yang memadai dalam pelaksanaan KLA 

sehingga hal ini berakibat pada pelaksanaan 

program kerja yang kurang optimal 

dikarenakan dana yang dibutuhkan kurang. 

Oleh karena itu, maka dapat dikatakan pada 

indikator efisiensi hanya alokasi waktu 

kerja dan sumber daya pelaksana yang 

berhasil mencapai efisiensi sedangkan 

anggaran dana belum mencapai efisiensi. 

c) Kecukupan 

Kecukupan menurut Dunn 

merupakan hasil penilaian dari suatu 

efektivitas pelaksanaan kebijakan yang 

mampu mencapai kebutuhan nilai dan 

perubahan yang positif. Kecukupan bagi 

pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Depok 

sudah cukup efektif berjalan. Hal ini dapat 

dilihat dari pemerintah Kota Depok yang 

telah menerbitkan dasar hukum 

pelaksanaan kebijakan KLA melalui 

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 

dan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 10 

Tahun 2017. 

Kemudian DP3AP2KB Kota Depok 

juga telah berupaya untuk mencapai 

efektivitas kecukupan kebijakan KLA 

melalui alokasi waktu kerja, sumberdaya 

pelaksana dan anggaran dana dalam 

melaksanakan program kerja. Sementara 

itu, kecukupan yang dinilai dari masyarakat 

dalam pencapaian pelaksanaan kebijakan 

KLA pada klaster perlindungan khusus 

adalah mampu memberikan pengaruh 

manfaat dan dampak positif yang dirasakan 

melalui program kerja seperti pelayanan 

khusus bagi anak yang mengalami 

kekerasan, eksploitasi dan ABH. Edukasi 

dan sosialisasi pencegahan kekerasan dan 

anak disabilitas yang hak nya semakin 

diperhatikan. 

d) Pemerataan 

Pemerataan menurut Dunn 

merupakan keadilan yang diberikan dan 

diperoleh oleh target kebijakan publik. 

Kebijakan yang berfokus pada pemerataan 

merupakan upaya pemerintah dalam 

mendistribusikan sumber daya yang 

digunakan dan manfaatnya secara adil 

kepada masyarakat. Pada pelaksanaan 



kebijakan KLA pada klaster perlindungan 

khusus di Kota Depok senantiasa 

memberikan kemudahan akses bagi 

masyarakat utamanya target kebijakan 

dalam menggunakan pelayanan khusus dan 

program kerja atau kegiatan. 

Pemerintah Kota Depok melalui 

DP3AP2KB juga senantiasa melaksanakan 

prinsip keadilan dan non-diskriminasi, 

dimana masyarakat dapat memiliki hak 

yang sama untuk dilayani dan tanpa 

pengecualian. Pada pelaksanaan program 

kerja atau kegiatan KLA juga dilaksanakan 

secara menyeluruh ke wilayah Kota Depok 

secara bertahap sehingga dampak dan 

manfaat dari program kerja kebijakan KLA 

pada klaster perlindungan khusus dapat 

dirasakan oleh seluruh masyarakat kota 

Depok. 

e) Responsivitas 

Menurut Dunn, responsivitas 

merupakan pengukuran seberapa jauh hasil 

kebijakan dapat memenuhi kebutuhan 

frekuensi dan nilai kelompok dalam 

masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas 

dalam kebijakan publik penelitian ini 

berfokus pada ketepatan dan kesesuaian 

program kerja dengan kebutuhan 

masyarakat serta respons dari perangkat 

pemerintah terhadap pekerjaan dan hasil 

kerja. 

Pada aspek ketepatan dan kesesuaian 

program kerja pada kebijakan KLA pada 

klaster perlindungan khusus di Kota Depok 

sudah cukup memenuhi kebutuhan 

masyarakat, utamanya pada anak yang 

membutuhkan pelayanan perlindungan 

khusus. Hal ini dapat tercapai dikarenakan 

sebelum DP3AP2KB Kota Depok 

melaksanakan program kerja, mereka 

mendistribusikan kuesioner kepada 

masyarakat terkait kebutuhan anak apa saja 

yang ingin dipenuhi bilamana program 

kerja KLA nantinya akan dilaksanakan. 

Kemudian penyusunan program kerja akan 

disusun sesuai dengan hasil kuesioner 

tersebut sehingga hal ini program kerja 

yang dilaksanakan dapat sesuai dengan 

kebutuhan target kebijakan. 

Pada aspek perangkat pemerintah 

terhadap pekerjaan sudah cukup sigap dan 

responsif, namun pada responsivitas 

terhadap hasil kinerja sedikit terhambat 

dikarenakan minimnya partisipasi 

masyarakat dalam memberikan saran, 

masukan dan kritik pada pelaksanaan 

kebijakan KLA sehingga hasil evaluasi 

tersebut tidak dapat sepenuhnya 

menggambarkan kondisi yang sebenarnya. 

f) Ketepatan 

Ketepatan menurut Dunn merujuk 

pada hasil yang didapatkan oleh suatu 

kebijakan memiliki manfaat yang 

diinginkan. Pada indikator ketepatan dalam 

pelaksanaan kebijakan KLA pada klaster 

perlindungan khusus ini telah memberikan 

manfaat, dampak dan nilai guna yang tepat 

kepada target kebijakan utamanya pada 



anak-anak di Kota Depok. Hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya program 

kerja dan pelayanan khusus yang diberikan 

telah berdampak dan bermanfaat sesuai 

dengan keinginan dari target kebijakan.  

Hal ini dibuktikan dengan 

penyusunan program kerja sesuai dengan 

kebutuhan anak dan menyesuaikan 

perkembangan yang ada. Program kerja 

pada kebijakan KLA pada klaster 

perlindungan khusus juga telah 

mendapatkan beberapa penilaian positif 

dari masyarakat. 

Upaya yang dilakukan oleh pemangku 

kebijakan dalam menekan jumlah kasus 

kekerasan anak 

Saat ini, dalam rangka 

mengupayakan menekan jumlah kasus 

kekerasan terhadap anak, DP3AP2KB Kota 

Depok sebagai pemangku dan pelaksana 

kebijakan telah melakukan berbagai upaya 

baik upaya preventif dan upaya kuratif 

dalam menekan jumlah kasus kekerasan 

terhadap anak.  

Untuk upaya preventifnya dapat 

dilihat dari pemberian sosialisasi dan 

edukasi terkait pencegahan kekerasan 

terhadap anak dan berani melapor jika 

menemui kasus kekerasan terhadap anak 

yang ditujukan kepada orangtua dan anak 

melalui berbagai metode penyampaian 

informasi seperti mendongeng dan diskusi 

kelompok bagi anak dan seminar parenting 

untuk orangtua. Kemudian menjalin 

kolaborasi bersama lembaga swadaya 

masyarakat untuk memberikan pelatihan, 

edukasi pencegahan kekerasan kepada 

masyarakat hingga lingkup terkecil 

masyarakat, yaitu RW. 

Upada kuratif yang telah dilakukan 

pun meliputi penyediaan pelayanan 

perlindungan khusus secara gratis yang 

dapat mudah diakses oleh masyarakat baik 

secara offline ataupun online melalui 

UPTD PPA. Kemudian UPTD PPA akan 

memberikan pelayanan pengaduan, 

penjangkauan, pengelolaan kasus, 

penampungan sementara, mediasi dan 

pendampingan korban bersama tim ahli 

hukum dan psikologis klinis. Hadirnya 

program kerja PUSPAGA (Pusat 

Pembelajaran Keluarga) untuk edukasi dan 

konseling serta DP3AP2KB berkolaborasi 

dengan Polres, Pengadilan dan Kejaksaan 

untuk bersama-sama menangani dan 

menyelesaikan permasalahan kasus 

kekerasan terhadap anak di Kota Depok. 

Meskipun berbagai upaya telah 

dilakukan baik dari upaya preventif dan 

upaya kuratif, namun hal tersebut belum 

cukup menekan jumlah kasus kekerasan 

terhadap anak. Hal ini ditandai dengan 

masih adanya data yang menunjukkan 

jumlah kasus kekerasan terhadap anak di 



Kota Depok masih cukup tinggi dan 

fluktuatif setiap tahunnya. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

mengenai evaluasi kebijakan Kota Layak 

Anak di Kota Depok dalam pemenuhan 

klaster perlindungan khusus maka dapat 

disimpulkan bahwa secara indikator 

efektivitas, tujuan kebijakan kebijakan 

KLA pada klaster perlindungan khusus 

sudah dapat tercapai, meskipun pada 

pelaksanaan program kerja lebih 

difokuskan kepada perlindungan dan 

pelayanan khusus terhadap anak yang 

menjadi korban kekerasan, namun begitu 

untuk pemenuhan dan perlindungan hak 

anak lainnya juga berjalan dengan baik. 

Indikator efisiensi pada alokasi waktu kerja 

dan sumber daya pelaksana, kecukupan, 

pemerataan, responsivitas pelaksana 

kebijakan atas pekerjaan dan ketepatan 

manfaat program juga telah mendapatkan 

penilaian baik.  

Namun pada indikator efisiensi 

anggaran dana dan responsivitas terhadap 

hasil kerja masih memiliki hambatan dan 

belum mendapatkan penilaian yang baik. 

DP3AP2KB Kota Depok sebagai 

pemangku kebijakan KLA juga telah 

melakukan upaya preventif dan upaya 

kuratif dalam menekan kasus kekerasan 

anak seperti sosialisasi, edukasi, pelayanan 

perlindungan khusus dan program kerja 

PUSPAGA. Namun upaya ini belum 

sepenuhnya berhasil menekan jumlah kasus 

kekerasan terhadap anak di Kota Depok 

SARAN 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, 

terdapat beberapa saran yang dapat 

diberikan oleh peneliti terkait pelaksanaan 

kebijakan KLA di Kota Depok dalam 

pemenuhan klaster perlindungan khusus, 

sebagai berikut: 

1. Melaksanakan program kerja kebijakan 

KLA secara menyeluruh terhadap 

kategorisasi anak yang masuk ke dalam 

indikator pemenuhan dan perlindungan 

hak anak klaster perlindungan khusus. 

2. Pengkajian analisis mendalam terhadap 

alokasi anggaran dana, menjalin kerja 

bersama sektor swasta untuk terlibat 

dalam program KLA melalui CSR, 

mengadvokasikan dan lobbying ke 

pemerintah pusat untuk mendapatkan 

anggaran tambahan serta tetap 

mengoptimalkan penggunaan anggaran 

yang telah tersedia. 

3. Pengembangan strategi komunikasi 

dengan memberikan informasi yang 

mudah dipahami, memberikan dan 

menciptakan ruang aman bagi 

masyarakat yang ingin memberikan 

kritik dan saran serta berikan apresiasi 

kepada masyarakat yang telah 



berpartisipasi dengan memberikan 

insertif seperti hadiah atau pengakuan 

melalui sertifikat agar partisipasi 

masyarakat dalam memberikan 

penilaian, saran dan kritik terhadap 

pelaksanaan kebijakan KLA dapat 

meningkat. 

4. Melakukan evaluasi yang komprehensif 

terhadap efektivitas program kerja yang 

telah berjalan untuk menekan jumlah 

kasus kekerasan terhadap anak agar 

jumlah kasus kekerasan terhadap anak 

dapat ditekan. 

5. Peneliti menyadari masih terdapat 

banyak kekurangan dalam penelitian, 

sehingga peneliti memberikan saran 

kepada peneliti selanjutnya agar dapat 

menggunakan metode penelitian “mix 

method” agar hasil penelitian yang 

didapatkan lebih kaya dan validitas kuat, 

menggunakan instrumen penelitian yang 

komprehensif dan berbeda agar terdapat 

kebaharuan serta dapat menganalisis 

yang lebih terfokus kepada satu 

indikator spesifik dalam klaster 

perlindungan khusus sehingga dapat 

memberikan hasil penelitian yang lebih 

komprehensif dan mendalam. 
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